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DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATISUMBAWA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana KeIja Pemerintah Daerah, rencana strategis
perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
S:I;l·mbawaTahun 2021-2026;-

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Tirnur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nornor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambaharr Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pecimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (LembaranNegaraTahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5038);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ketja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Ketja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan
LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor6133);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6206);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Namor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/dasa Pemerintah (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor63);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Petjanjian Kinerja, Pelaporan Kerjadan
Tata Cara Reviu Laporan Kinelja Instansi Pemerintah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);

,
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tabun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor569);

17. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 56 Tabun 2019
tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaterr/Kota (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor970);

18. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

20. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa
Tabun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tabun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor592);

23. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor571);

24. Peraturan Daerah Nomor8 Tahun 2019 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor686);

•
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Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa,
Bupati adalah Bupati Sumbawa.
wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sunibawa yang
merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dala1li penyelenggaraan sub urUSa11penunja11g pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah
lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada
KepalaDaerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah ..

8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa.

9. Perencanaan Perangkat Daerah adalah suatu proses yang dilaksanakan
Perangkat Daerah untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui
urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan kepala daerah.

11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)tahun.

12. Rencana KeIja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BABI
KETENTUANUMUM

PENELITIAN DAN
KABUPATEN SUMBAWA

BADAN PERENCANAAN,
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN2021~2026.

PERATURAN BUPATI TENTAN'G RENCANA STRATEGISMenetapkall
MEMUTUSKAN:

25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana' Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 {Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor(>Y7);
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14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) Tahunan.

15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome)
program.

16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
untuk mencapai sasaran.

17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis
yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

19. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan
untuk mencapai sasaran RPJMD.

20. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih sub kegiatan dalam
rangka menghasilkan keluaran (output) yang dihimpun oleh satu atau
Iebih sub kegiatan.

21. Sub Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam suatu kegiatan untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa dengan
tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input).

22. KineIja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/
kegiatanyprogramj sasaran Perangkat Daerah sehubungan dengan
penggunaan sumber daya yang dimilikiPerangkat Daerah.

23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran
dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak
(impact).

24. Perjanjian KineIja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pejabat yang Iebih tinggi kepada pejabat yang Iebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatanysub kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja,

25. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa
dari serangkaian proses atas sumber daya Perangkat Daerah agar hasil
(outcome) dapat terwujud.

26. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan
pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu
program.

27. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasiliayanan
yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

28. Pengadaan Barang/-Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat PBJ
adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang
dibiayai oleh APBN/APBDyang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan,
sampai dengan terima hasil pekerjaan,
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Pasa13
(1) Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumbawa terdiri atas:
BABI PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3Maksud dan Tujuan

•

BABII
RENCANASTRATEGIS

Pasa12
(1) Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa
untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan RPJMD
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

(2) Renstra Badan Perencanaan, Penelitian :dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi setiap
unit ketja dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan
PengembanganDaerah Kabupaten Sumbawa.

(3) Indikator Kinetja dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa menjadi dasar penyusunan
perencanaan kinetja di lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumbawa.

(4) Penyusunan dokumen perencanaan kineIja Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa disusun
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pedoman dan/ atau petunjuk pelaksanaan
penyusunan dokumen perencanaan kinetja Perangkat Daerah.

29. Rencana KeIja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKAadalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja
program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah.

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaranyang selanjutnya disingkat DPAadalah
dokumen yang memuat alokasi dan rincian belanja yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh Perangkat Daerah.

31. Kebijakan Umum APBDyang selanjutnya disingkat KUAadalah tahapan
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang
berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai
perincian teknis dati dokumen Rencana Ketja Pemerintah Daerah.

32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat
PPASadalahrancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD sebelum disepakati dengan
DPRD.

33. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesadalah
badan hukum yang didirikan oleh desa danjatau bersama desa-desa
guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi
dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, danj atau menyediakan
jeriis usaha lainnya untuk sebesar-besarn.ya kesejahteraan masyarakat
Desa.

,



Pasa14
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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1.4 Sistematika Penulisan

BABIIGAMBARANPELAYANANPERANGKATDAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinetja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

BAB III PERMASALAHANDAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1 Identiflkasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi
terkait

3.4 Telaahan RTRWdan KLHS
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BABIVTUJUANDANSASARAN
BABVSTRATEGIDANARAH KEBIJAKAN

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan
arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BABVI RENCANAPROGRAM,KEGIATAN,DANSUB KEGIATAN
pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinetja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BABVIIKINERJAPENYELENGGARAANBIDANGURUSAN
pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD.

BABVIIIPENUTUP
(2) Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa.

(3) Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum
ditetapkan dilakukan verifikasi oleh Bappeda.
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BERITADAERAHKABUPATENSUMBAWATAHUN2021 NOMOR 93

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal t N0\Ie1M.\)U- ~'_l

SEKRETARISDAERAHKABUPATENSUMBAWA,

HAs~m

Ditetapkan di Sumbawa Besarpada.~:~1NOrbY:2.0;2.1

¥UPA~AWA'

, ,VMAHMUD ABDULLAH

Pasa17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

BABIII
PENUTUP

Pasal6
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 akan dilakukan perubahan jika
tetjadi perubah an terhadap RPJMDKabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Pasal5
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimuat
dalam aplikasi Sistem Infonnasi Pemerintah Daerah.
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Paradigma perencanaan yang lebih harmonis dan selaras, antara pusat dengan
daerah, antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan
landasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di
tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih
terintegrasi, sinkron, dan sinergis. Konsekuensi ditetapkannya Undang-Undang tersebut
adalah diwajibkannya setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana pembangunan,
untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada
Pasal 272 mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Wajib dan/atau Urusan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Pasal 1 Ayat 7 pada ketentuan umum menggariskan bahwa Renstra Perangkat Daerah
sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang kemudian diperjelas
dengan Pasal 7 ayat (1) bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Bappeda sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
. urusan pemerintahan mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis. Untuk
mendukung pelaksanaan tusi Bappeda diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang
memberikan arab kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang.

Renstra merupakan komitmen Bappeda yang menjadi pedoman dan acuan dalam
! mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi

Bappeda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta

1.1Latar Belakang

BABI
PENDAHULUAN

IAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENfANG RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021-2026
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Gambar r.r
Keterkaitan danTahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 2026

sebelumnya telah dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan
Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak
dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Tahapan tersebut mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai penganti Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54Tahun 2010, sebagaimana Gambar 1.1.

peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten
Sumbawa, yaitu 'Terwujudnya Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban'.

Mengingat bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka .
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah tetap
dapat dilakukan bersamaan dengan proses perubahan dokumen perencanaan Iainnya
karena Perubahan terhadap RPJMD akibat perubahan regulasi tersebut sampai saat
ini belum final.

.
'"'

!

!
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1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat
II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1655);

2) Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4286);

1.2Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam penyusunan

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, adalah sebagai
berikut.

Sistematika Renstra yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas 8 (delapan) Bab dan tidak lagi memuat Visi dan Misi,

~ tetapi ada keharusan untuk memuat indikator tujuan. Dengan demikian, maka visi dan
rnisi yang digunakan sebagai acuan adalah visi dan misi Kepala Daerah/Wakil
KepalaDaerah sebagaimana tennuat di dalam RPJMD.

Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026,

dengan tidak mengurangi hasil-hasil yang dicapai pada proses sebagaimana alur pada
Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan : 1). Menyusun komponen-komponen
yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan program dan kegiatan Bappeda; 2).

Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan logic framework; 3).
Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran da1am perencanaan,
penganggaran, pertanggungjawabannya, dan keterukuran dalam evaluasi. langkah-angkah
tersebut sangat penting dilakukan mengingat tuntutan perubahan dalam perencanaan dan
penganggaran berbasis kineIja dimana saat ini tidak lagi pada prinsip money follow
function, tetapi moneyfollow program priority.

Dengan prinsip tersebut, untuk menghasilkan perencanaan yang dirancang dengan
baik; digambarkan secara objektif, fokus, efektif dan efisien; dapat dievaluasi, dan jelas
terstruktur, dalam memastikan pengukuran pencapaian target Indikator Kinerja Utama
(IKU), maka perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban dan evaluasi yang
keseluruhannya dilakukan secara terintegrasi, yang diwujudkan dalam perencanaan
tergambar dari Rencana Aksi; dalam penganggaran tergambar dari kinerja atas
penggunaan sumberdaya; dalam pertanggungjawaban tergambar dari tanggung jawab
pada level program dan kegiatan, pemberlakuan PeIjanjian KineIja (PK) pada setiap level
pemerintahan, dan pada akhirnya secara keseluruhan disajikan ke dalam evaluasi dan
akuntabilitas kineIjanya.
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10) Peraturan Pemerintab Nomor 12Tabun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tabun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017

Nomor igo):

12) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12Tabun 2021 tentang

6) Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 11Tabun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7) Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 ten tang Pemerintaban Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 rabun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

!'
Republik Indonesia Nomor 6573);

! 8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tabun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017Nomor 225,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

9) Peraturan Pemerintab Nomor 17Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Tabun 2009 Nomor 112,Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



22) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa

5

21) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
t Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 970);

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tabun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1114);

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2019Nomor 1447);

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Kabupaten Sumbawa Tahun 2020

Nomor 1781);

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Taboo 2018 tentang Pembuatan dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tabun 2018 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tabun 2010Nomor 1312);

13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PeIjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata
Cara Reviu Laporan KineIja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tabun 2014Nomor 1842);

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tabun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);
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5) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

4) Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

3) Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

2} Mengelola upaya pencapaian keberhasilan organisasi secara sistematis.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah:
1) Merencanakan program perencanaan pembangunan yang semakin dinamis.

pcrcncanaan, pcnclitian dan pcngcmbangan pcmbangunan dacrah.
4) Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda Kabupaten

Sumbawa.
5) Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Renstra Bappeda tabun

2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026.

Maksud dari penyusunan Renstra Bappeda adalah sebagai berikut:
1) Memberikan arab dan pedoman bagi semua personil Bappeda dalam melaksanakan

tugasnya untuk menentukan prioritas-prloritas di bidang perencanaan pembangunan
serta penelitian dan pengembangan perencanaan sehingga tujuan dan sasaran
kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tereapai,

2) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan perangkat
daerah terkait lainnya.

~) Meniadi keranzka dasar bazi Banneda dalam unavanva meninzkatkan kualitas-~.. - -.- - _.. - -

1.3.Maksud dan Tujuan

Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa;
Orgauisasi, Tugas dan Fungsi serta Tala Kerja Balian Perencanaau, Penelitian dau

21) Peratunm Daerah Nomor 8 Taboo 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerab (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tabun 2019 Nomor 8, Tambaban
Lembaran Daerah Kabupaten SumbawaNomor 686);

25) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten .Sumbawa Tabun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumbawa Tabun 2021Nomor 697)

26) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 73 Tabun 2020 tentang Kedudukan, Susunan

Kabupaten Sumbawa Tabun 2010 Nomor 31,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Snmbawa Nomor 571);

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (Lembarall Daerah

Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
592);

23) Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
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tujuan, dirancang secara konseptuaI, analisis, realistis, rasional dan komprehensif,
serta memuat Arab Kebijakan yaitu Arab yang diambil oleh Perangkat Daerah
dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai
tujuan dalam jangka menengah, sehingga clapat menunjukkan relevansi clan
konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan
tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BabV

dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan Renstra
provinsi, faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dati
pelayanan Perangkat vaerah yang mempengaruhi permasalahan peiayanan
Perangkat Daerah ditinjau dati sasaran jangka menengah Renstra Perangkat
Daerah Provinsi/Kabupaten, telaahan terhaclap RTRW clan KLHS pacla RPJMD,
serta penentuan isu-isu strategis, sehingga menjadi jelas apa yang strategis untuk
ditangani melalui Renstra Perasngkat Daerah.

Bab IV Tujuan dan Sasaran memuat rumusan pemyataan tujuan dan sasaran jangka
menengah Perangkat Daerah, beserta indicator dan target kinerjanya setiap tahun
dalam jangka menengah.Setiap tujuan mempunyai sasaran, dan keduanya
mempunyai indikator kinerja masing-masing.
Strategi dan Arab Kebijakan memuat strategi yaitu cara untuk mewujudkan

daerah, telaahan visi, misi dan program KDII terpilih, faktor-faktor penghambat

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan
capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD
periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih
dihadapi dan dinilai pcrlu diatasi mclalui Renstra Perangkat Daerah;

. Babm .Permasalahan .cta'n. ISo Striltegis· Perangkat Daerah memuat identifikasi
permasalahan-permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat

daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi,

Bah I PendahuJuan rerdiri atas Iatar belakang, landasan hnknrn, maksnd dan tnjnan

penyusunan Renstra Bappeda dan sistematika penulisan;
Bab·1I Gambaran PetaYaftaft ·Perangkat Daerah memuat .informasi tentang peran

(tugas dan fungsi) perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

~ Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa 2021-2026 disusun
sebagai berikut :

1.4. Sisteluatika Penullsan

6) Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai institusi perencanaan
pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daearah atau RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;
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Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan memuat rencana
program dan kegiatan beserta indikator kinerja program (outcome), indicator
kinerja kegiatan (output), berdasarkan kelompok sasaran dengan pendanaan
indikatif masing-masing untuk setiap tahun dalam jangka menengah, sehingga
tergambar kinerja yang dicapai pada akhir periode Renstra.

Bab VII KineJia Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat indikator kinerja
Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah tersebut,
merupakan indicator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD,
sehingga gambaran umum dari keseluruhan kinerja akhir periode Renstra tersebut
menunjukkan peran Perangkat Daerah dalam mewujudkan VisidanMisi RPJMD.

Bab vm Penutup
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2.1Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sumbawa
Bappeda Kabupaten Sumbawa adalab lembaga teknis yang melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang terbentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2Tabun 2020 tentang Perubaban kedua
Peraturan Daerab Kabupaten Sumbawa Nomor 12Tabun 2018 tentang Perangkat Daerah
lingkup Pemerintab Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tabun 2020 tentang
Perubaban kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, serta Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 73 Tabun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa terdiri dati :

a Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

b. Sekretariat, terdiri atas:
1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
2) Subbagian Keuangan; dan
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri atas :
1. Bidang Pemerintaban dan Pembangunan Manusia, terdiri atas :

a) Subbidang Pemerintahan;
b) Subbidang Pembangunan Manusia.

2. Bidang Perekonomian dan Sumber DayaAlam, terdiri atas :
a) Subbidang Perekonomian; dan
b) Subbidang Sumber DayaAlam.

3. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas :
a) Subbidang Infrastruktur; dan
b) Subbidang Kewilayahan.

4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, terdiri atas :
a) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
b) Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
a) Subbidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan; dan
b) Subbidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi.

! d. KelompokJabatan Fungsional.

BAD II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
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Gambar a.r
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Sumbawa

Togas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Sumbawa
Tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi sebagaimana dalam

Gambar 2.1adalah sebagai berikut:

(1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ..

(2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan
menyelenggarakan fungsi:

a penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan;

b. pelaksanaan tugas dukungan bidang perencanaan pembangunan dan
penelitian dan pengembangan;

c. pembinaan teknis penyelenggaraan perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan;

d pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

e. pelaksanaan administrasi/penatausahaan Badan;
f pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

!
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kegiatandan barmonisasi

pengawasan, unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, unsur
kewilayahan, urusan pemerintahan umum, urusan pendidikan, kesehatan, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungananak, administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
a Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
h pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana

Kerja Perangkat Daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
c. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

(RPJP, RPJMD dan RKPD) dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
d pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD

dan RKPDdibidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di bidang

pemerintahan dan pembangunan manusia;
f pengoordinasian pelaksanaan sinergitas

•

!

B. BidangPemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas

merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan
! daerah dibidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi unsur pendukung

sekretariat daerah dan secretariat dewan perwakilan rakyat daerah, unsur

A.Sekreta.riat

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2)Sekretaris Badan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan
dan pelaporan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Badan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi

keuangan dan administrasi kepegawaian;
c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan

hubungan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

,



C. Bidang Perekonomian dan Sumber daya Alam
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan,

mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
bidang perekonomian dan surnber daya alam meliputi unsur penunjang perencanaan,
penelitian dan pengembangan, keuangan, urusan penanaman modal, tenaga
kerja, transmigrasi, koperasi, usaha keeil dan menengah, perdagangan, perindustrian,
kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertanian, dan
pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alammempunyai fungsi:
a pengoordinasian penyusnnan dokumen perencanaan pembangunan daerah

(RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya a1am;
h pengoordinasian penyusnnan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana

KeJjaPerangkat Daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam;
Co pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

(RPJP, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
d pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP, RPJMD

dan RKPDdi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait

APBD;
f pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah di

bidang perekonomian dan surnber daya alam;
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan hannonisasi kegiatan

Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang perekonomian dan
sumber daya alam;

h pengoordinasian duknngan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

i pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersarna keIja sarna antar daerah;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di

bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
k pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

12

Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten di bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia;

g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

h pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama dan keJjasama antar daerah;
L pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di bidang

pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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E. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai

tugas merumuskan, mengendalikan, mengoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan
perencanaan pembangunan daerah. Da1am melaksanakan tugasnya, Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
a pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan

'!t.

i pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sarna antar daerah;
J. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah di

bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
k pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

hannonisasi kegiatan
bidang infrastruktur dan

g pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan
Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten
kewilayahan;

h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas
nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;

D. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan,

mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangnnan daerah
bidang infrastruktur dan kewilayahan meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan rakyat dan kawasan pennukiman, ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan,
komunikasi dan infonnatika, statistik, persandian, sub urusan kebakaran dan sub
urusan bencana. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahanmempunyai fungsi :
a pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

(RPJP, RPJMD dan RKPD)dibidang infrastruktur dan kewilayahan;
h pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana

Kerja Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
c pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

(RPJP, RPJMD dan RKPD)dibidang infrastruktur dan kewilayahan;
d pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJP,

RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

e pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait;
f pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah

bidang infrastruktur dan kewilayahan;

fungsinya.
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F. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mernmuskan,

mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan penelitian dan pengembangan daerah
meliputi penelitian dan pengembangan bidang sosial, ekonomi, pemerintahan,
pembangunan, inovasi dan teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penelitian
dan Pengembangan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran

penelitian dan pengembangan di bidang sosial, ekonomi, pemerintaban,
pembangunan, inovasi dan teknologi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial,
! ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi,

daerah;

b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;

c. pelaksanaan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan
untuk perencanaan pembangunan daerah;

d pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;

e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan
infonnasi pembangunan daerah;

f pengoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan
dan penganggaran di daerah;

g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan
pelaksanaan rencana pembangunan daerab, serta hasil rencana pembangunan
daerab;

h pelaksanaan pemantauan, supervisi dan tindak lanjnt penyimpangan terhadap
pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan
pembangunan daerah;

1. pengidentifikasian pennasalahan pembangunan daerab berdasarkan data untuk
mengetahui perkembangan pembangunan;

J. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan
daerab;

k. pengelolaan basil analisis basil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan
kegiatan pembangunan daerah;

1. penyusunan basil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan
daerah; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

f
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Tabel a.r
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan (2021)

2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Sumbawa
2.2.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber-daya
aparatur harns menjadi salah satu prioritas penting dan strategis, bukan saja mewamai
melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.Terkait dengan hal
tersebut, hingga saat ini jumlah aparatur Bappeda Kabupaten Sumbawa sebanyak 46
orang.

G. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Funsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas strategis

yang dipandang perIu oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

pemerintahan, pembangunan, inovasi dan teknologi;

d penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan, inovasi dan
teknologi;

e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi peJaksanaan penelitian dan
pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, ekonomi, pemerintahan,
pembangunan, inovasi dan teknologi;

f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian
peraturan;

g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk
diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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2.2.2 Aset/Modal
Bappeda Kabupaten Sumbawa memiliki kantor yang berlokasi di Jalan Garuda

Nomor 1 Sumbawa Besar. Secara umum kondisi Aset yang dimiliki dan dipergunakan
dalam mendukung kineIja Bappeda per 31Desember 2020 adalab sebagai berikut.

karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 20 orang
(43,48%), pendidikan S-2 tercatat sebanyak 11 orang (23,91%). Tingkat pendidikan dari
karyawan yang relatif tinggi. ini merupakan modal dasar yang penting dalam
peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah, serta menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencana secara optimal.
Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi issu strategis di
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Sumbawa Kabupaten Sumbawa adalab mengenai pejabat fungsional perencana dan
peneliti, yang hingga saat ini belum tersedia.

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat
pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.2, tingkat pendidikan

Jumlah 1 11 20 4 10 0 0 46

\.:: :;-,. <, {": -:,

-
'~.-. '

o7 'Perencanaan, ,
Peneg~ndal~,dmi, ::j, . ..;....
-Evaluasi Pembangun~m ' 1·
Daerah. '.~

1236 8Bidang Penelitian dan
Pengembangan

1':"" -;

..
, . "'i/',:'

5 .81'6'".; 1

'f"
<.

2

74314 Bidang
Pemerintahan dan
Pembangunan
Manusia

. 1:~
»,' ". ,"_,,\;-'

.' C" •. 1
_. ,~ 'I' .
• •~ _!.. •

13 Bidang Perekonomian.
dan SumberDay.a;Alam

22 1 1 1666Sekretariat
1 .-. '_...- 11Kepala Bappeda .

754321 106 8 9

S2 SMP SDSM/ SMA
D3

Sl/DI
V

No Uraian JumIah

Pejabat Fungsional8

JeoJang Pendidikan

'~ ",

Tabel a.a
Kondisi Ke_p~awaian Berdasarkan Jenjane; Pendidikan (2021)

Kondisi kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan tingkat pendidikan disajikan
pada Tabe12.2 berikut

!
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masing bidang koordinasi perencanaan pada periode tahun 2016-2021, Rencana KeIja
OPD, RKA dan DPA OPD setiap tahun, koordinasi dalam pelaksanaan dan
pengendalian pelaksanaan renca.na kerja OPD, serta pelaporannya. Pada bidang

.,

kewenangannnya yaitu: (1) Urusan perencanaan, dan (2) Urusan Penelitian dan

Pengembangan, pada tahun 2016-2021 sebagai berikut.

Peran Bappeda Dalam Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pereneanaan
Pembangunan

Dalam menyelenggarakan urusan penunjang perencanaan pembangunan, Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki unit kerja
yang berperan dalam melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan, yaitu Bidang
Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana,
Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dan Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Statistik.

BidangPerencanaanPembangunanSosialBudaya,berperan dalam melaksanakankoordinasi
untuk merumuskan dan melaksanakanperencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi
bidang pendidikan, kesehatan, koordinasi perencanaan pembangunan, kepemudaan dan
olahraga, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, keluarga bereneana dan keluarga sejahtera, pertanahan, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, administrasi keuangan dan aset
daerah, organisasi dan kepegawaian serta persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa,
sosial, kebudayaan,kearsipan,perpustakaandan ketransmigrasian.

Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana berperan dalam melaksanakankoordinasi
untuk merumuskandan melaksanakanperencanaanpembangunanprasarana yangmeliputibidang
lingkup hidup, pekeIjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan
informatika,kehu-tanan,energidan sumberdayamineraldan pariwisata;

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi berperan dalam melaksanakan
koordinasi untuk merumuskan dan melaksanakan perencanaan pembangunan ekonomi
yang meliputi bidang pertanian, kelautan, perikanan, penanaman modal, koperasi dan
usaha kecil dan menengab, ketabanan pangan, industri dan perdagangan;

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik berperan dalam mengkoordinasikan
dan memberikan layanan penelitian dan pengembangan sistem perencanaan, koordinasi
evaluasi kinerja pembangunan daerab dan menyusun data dan informasi pembangunan
daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam menjalankan fungsi koordinasi pada masing-masing bidang tersebut,
~ secara umum telah dihasilkan dokumen Renstra OPD lingkup kerja lingkup masing-

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

utama berkaitan dengan urusan yang menjadi

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

KineIja pelayanan Badan

Kabupaten Sumbawa yang
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penunjang yaitu Bidang Penelitian, Pengembangan dan evaluasi Perencanaan

Pembangunan, dihasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA dan PPAS yang setiap

tahun disusun dengan berkoordinasi bersama perangkat daerah. Beberapa pelayanan

yang diberikan selama ini adalah pemberian rekomendasi kesesuaian ruang melalui

Sekretariat BKPRD, rekomendasi penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan

oleh pihak ke tiga/perguruan tinggi, serta pembinaan BUMDes.

Tingkat Capaian Kinetia

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Sumbawa terdiri atas ; (1) Indikator
Kinerja pada penyelenggaraan urusan penunjang perencanaan pembangunan; dan (2)

Indikator Kinerja pada penyelengaraan urusan wajib statistik. Sepanjang periode tahun
2016-2020, capaian kineIja Bappeda Kabupaten Sumbawa dapat dikatakan berhasil,
dengan tingkat capaian berdasarkan indikator kineIja periode tabun 2016-2020, secara
rata-rata mencapai skala 80-100%, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.
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menunjukkan pertumbuhan negatif. Ini teIjadi karena adanya pandemi yang

! menyebabkan refocusing anggaran untuk digunakan dalam kaitan dengan

mengurangi penyebaran pandemi

Permasalahan anggaran di Bappeda adalah berkaitan dengan belum di

milikinya Standar Analisis Belanja untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan,

sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk

tiap kegiatan yang direncanakan, akibatnya penentuan alokasi anggaran untuk

kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara nonnatif maupun akademik dapat

dipertanggungjawabkan. Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran

dalam satu sistem, manjadi titik lemah selanjntnya.

Selanjutnya secara lebih rind mengenai anggaran dan. realisasi pendanaan

pelayanan Bappeda Kabupaten Sumbawa pada periode 2016-2020 disajikan sebagai

berikut.

per tahun, Sementara pertumbuhan anggaran pada tahun 2019 dan 2020

Sumber :Perda APBD, Beberapa Tahun, diolah.
Tabel 2.5, memperlihatkan angka rata-rata pertahun rasio realisasi dan

anggaran sebesar 92-3696, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran pertahun

sebesar (2.23)% dan pertumbuhan realisasi per tahun (1.19)%. Fakta tersebut

menunjukkan bahwa rasio reaIisasi dan anggaran semakin baik pada tahun 2019

dan 2020, sementara rasio pada tahun sebelumnya berada di bawah angka rata-rata

Kinerja Anggaran
Dari sisi anggaran, Bappeda Kabupaten Sumbawa mendapatkan alokasi

anggaran yang CulLIP dari tahun ke tahun, Tabel berikut memperlihatkan jumlah
alokasi anggaran 2016-2020 beserta serapannya sebagai beriknt.

Tabe12.S
Ai~~'ilii iialUiJieilLiiPertode Tiihuli 2u16-2u20
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Makin menguatnya minat dan
peran dunia usaha/investor di
Kabu aten Sumbawa

Tingginya kebutuhan infra- Beragamnya alternatif pedoman
struktur untuk menunjang dan metodologi penentuan
keberhasilan pembangunan prioritas yang dapat
perekonomian daerah yang _di::::.:·~pe~rgun~_;a:.:...kan...;____ -:---:- __ --;
belum terjangkau dalam Kebijakan pemerintah yang
peng-alokasian anggaran semakin membuka ruang sistem
daerah perencanaan bottom-up untuk

mengatasi kesulitan daerah

yangIptekPerkembangan
semakin canggih

Belum komprehensif dan Semakin terbukanya ruang koor­
masih rendahnya tingkat dinasi dan konsultasi antar­
validitas serta konsistensi perangkat daerah lingkup bidang
ketersediaan data-data sek- _;k::.:o:..:o~rdi:.:.:·:.:.:nas~i_'--:_-:- -;
toral yang bersumber dari Makin terbukanya ruang
perangkat daerah partisipasi publik untuk sharing

informasi

perencanaan
pembangunan eko­
nomi yang meliputi
bidang pertanian,
kelautan, perikanan,
penanaman modal,
koperasi dan usaha
keeil danmenengah,
ketahanan pangan,
industri dan
perdagangan.

2 dan Lemahnya kapasitas kelem- Makin tingginya tingkat
bagaan perencanaan di kesadaran masyarakat untuk
tingkat basis berpartisipasi dalam proses

perencanaan dan pembangunan
Kebijakan penempatan SDM
aparatur melalui seleksi yang
ketat dan ob ektif.

Merumuskan
melaksanakan

.: ",'..... ~ >'i'
." 'r

i :';,Pen~nan: "Belum '\t.ersedia;~peooman" Pernturan/KeputUsari":~ Bupati
perencanaan; . ,Standar ~.'Analisis Belanja yang mengatur '/rnenetapkan
pengelolaan .. ke-. secara komprehe~if' ", tentang standar. harga, serta
uangan serta urusan. ,". ::. insirw.nen'l~iimya untuk

, . umum.dan kepega- ' penyusunan. 'rencana tetap
.waian ' . ".... diterbitkan setiap tahun
., " ..•.~.. "'Menguatnya .' tuntutan Selll,alrin te~pukanyav ',.akses" in-

,,' . ' 'publik '.":akari ,'ko'mpet~nsi formasi melalui berbagai media
SDM .. aparatur dan serta meningkatnya kesadaran
i)elayanan' :pe-rangkat ~Il peranmasyarakatdalam -;

, daerah yang semakin baik- , proses pembangunan- ;",. ,.
, v' .. . , --Se=---m'-a"';-ldn"";·"t-t--er"'";-b-;'Ukan:;-''---ya--'',-.,-rua--ng---'-;-l~-o-""

ordinasi dan, konsultasi antar-
, instansi, ': r: :!, '.; '; ';"ilntaIjenjang

'" ..pemerintahan (pusat-provinsi
" dan kabu aten) .

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
Berdasarkan Tugas dan Fungsi utamanya berkaitan dengan koordinasi

penyusunan dokumen perencanaan, serta kinerja pelayanan yang disampaikan pada
Sub Bab sebelumnya, diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
Bappeda Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut.

Tabel2.7
,............___,.._T~an.."."~~gan clan Peluang Dalam Pegembangan La~an Ba~eda
No' Tu~:~~~dan~~'"'Tantan~~;' , ,'" ,. :~:Pel~~":;"';;:;:"~-",-" ...........

1 2 .,,',", ,:',' 3, .,<,~, ;" , 4 .

!

!

!
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Belum komprehensif dan Semakin terbukanya ruang
masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi

Lemahnya kapasitas kelem- Makin tingginya tingkat
bagaan perencanaan di kesadaran masyarakat untuk
tingkat basis berpartisipasi dalam proses

perencanaan dan pembangunan
Kebijakan penempatan SDM
aparatur melalui seleksi yang
ketat dan ob ektif.

Merumuskan dan
melaksanakan
perencanaan
pembangunan infra­
struktur wilayah dan
sumberdya alam yang
meliputi bidang ling­
kup hidup, pekerjaan
umurnu, penataan

4
" -,~

. ",

Merumuskan' .dan , Lemahnya kapasitas kelem- MaIgn - tingginya ,~'"tingkat
melaksanakan., - . bagaan . perencanaan E~.di .k~~dara~.. ,~arakat:: .: untuk
pe~:nCanaari ~'r';. .' ~kat basis ;." " .' '.:".' berpartisipasidalam proses .
pembangunan- sosial ' ' , .' .y pere1:tcanaan dan pembartgtinan
budaya yang meliputi .' Kebijakan penempatan ' SDM
bidang pendidikan, ,aparatur melalui, seleksi yang
ke~hatah~ .:.:;.; . '. .' '; , .' , '.ketatdRn obyektif ' ';;"
kOQromasi '. ~'";;. pe- :...-:.:13......· e..;."l;,:...iun..;;.,....-:-~~:::--.......;..,~~..;...;..::se~·:.;.;in~··aki~·n:::;::.,.;:.~te~rn?;··?ri;-ka-n_;,ya.....:-->··':":-·:-ru-a-ng-i
reneanaan, < " masih rendahnya tingkat koordina-si . dan 'konsultasi .
~i~fuu:aan. ,;,~~, .~~cI,itedias.se~ ~da°~ensk~ ~JaatPe~~~~~~~~~~p

..... ...... g" ' .. " -'C' pe, .keters aandata ta se , ....~.="".;::pg~.~~?" .. ";i" '~"';':"':....' ""'" ............. ~.._:.._~

dudukan &: ci,i~aian'si- l6taI yang,' bersumber. .dari -Makin 'ter:bukanya.' ~.' ruang
pil, ketenagakerjaan, perangkat daerah . partisipasi publik untuk sharing
pemberdayaan , inforinsi '
. perempuan. :~..dan ;, .' » , ': i. Perkembangan-'.', .Iptek. ':yang
'perlindunga:n" {~'aDak, , ..., , ':-;~ c semakin eanggih' .' - -':,'
keluarga berencana ....T~in~.~ggID:-:':--ya--:-ke_;b;-u-tuh~an~~infra~'----:B==e:;:ra:::g::.:a~in:..;n~ya~~31;':"te-rna-tif~·-;:;-'"'p~e.--:;d-oma-....,n
dan", ke]uarga' se- struktur untuk menunjang dan. metodologi penentuan
t:~ra, ~rtr:n,. c. keb,erhasilan'"peIllpangtp1?,n Pdi~pe~onrg:Ot~._'1':' '_ 'n",;;.;,Y'i."'. ;~." . dapat
. ang c. p" sosial budajra yang belurn unasa

dalam " .. .negeri, terjangkau dalam pengalo- Kebijakan pemerintah, yang
pemerintahan umum, kasian anggaran daerah _ semakin membuka ruang ~sistem
administrasi v.. s- . • , c' i per¢p.canaan,,?o~o111~UPuntuk
,keu,~an ~~~" :.as~ . . -', mengatasi kesulitan daerah: .
daerah, "orgaIl1Sasl akin ... .'.
-dan.- kepeg'awaian'" . , M' meriguatnya peran

masyarakat dan pemerjntahan
serta persandian, desa <:talam.' penyelenggaraan
peIl!perdaya~lf~,,,.. . tb . ·s·'osial buda a',., m~kat:aan~de- . ",' ','.' pem,allgunan .,..1 Ui1Y, ..
sa, : ; . :sosial,
kebudayaan,
kearsipan, ' .....
perpustakaan=; ,~;dan, .
ketriinsmigrasian

3

Kebijakan pemerintah yang
mendukung tumbuhnya lembaga
keuanganJperbankan untuk men­
dekatkan akses permodalan bagi
usaha keeil dan menengah

Belum signifikannya per­
kembangan dunia usaha di
tingkat lokal dalam
berbagaisektor untuk
meningkatkan
pembangunan ekononri
daerah antara lain karena
keterbatasan modal usaha

l)Igas Pok;ok,dan . . 'Tan tan' . gan:.>, Fungsi" .
____...... ~~~-...,..__._...,_.c..-

3

'No

1

!

!

•

,
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5 -MerumuSkan dan' Masih - minimnya Seinakin . -banyaknya tenaga-
~~a.ksapiil<an-' . pe~elitiatil peng~jiaP yang ..tenaga ;, a!ll~\ ',C dari. ,"~l<alangan,
__kebijakan'di bidang ',-dil~ 'oleh piliak lain 'akademisi ,/;'; perguruan': tinggi
- penelitian,: .~.- --dan _,- menjawab yang ada di Kabupaten Sumbawa
_ 'ngembangan dan eva- permasalahan perencanaan .yangmemahami kondisi lokal
< .luasi '...perencanaan -.pembangunan daerah. ' " '\ ,.' _.' -~:_,

Teknologi informasi yang
semakin berkembang, sehingga
semakin me-mudahkan sistem
layanan perencanaan
pembangunan daerah dengan
memanfaatkan IT

Kebijakan pemerintah daerah
yang berkomitmen untuk
percepatan peningkatan
aksesibilitas wilayah terisolir dan
pengembangan kawasan potensial

Meningkatnya kalangan dunia
usaha yang menunjang di bidang
pembangunanjasa konstruksi

Kebijakan pemerintah yang
semakin membuka ruang sistem
perencanaan bottom-up untuk
mengatasi kesulitan daerah

Beragamnya alternatif pedoman
dan metodologi penentuan
prioritas yang dapat
dipergunakan

Masih kurangnya dokumen
perencanaan wilayah yang
lebih rinci sebagai turunan
dariRTRW

Semakin menguatnya kebu­
tuhan sistem layanan data
dan informasi spasial yang
cepat, tepat dan mudah
diakses publik, menuntut
agenda perubahan dalam
peningkatan kapasitas
SDM, perangkat kerja serta
sistem informasi berbasis IT

Tingginya kebutuhan infra­
struktur wilayah untuk me­
nunjang keberhasilan
pembangunan di segala
bidang yang belum
teIjangkau dalam peng­
alokasian anggaran daerah

Adanya kebijakan pemerintah
dalam penataan nomenklatur
perangkat daerah serta
kewenangannya.-------------------------Masih relative luasnya ka- Sudah adanya dokumen Rencana

wasan permukiman kurnuh Pencegahan dan Peningkatan
yang belum secara intensif Kualitas Permukiman Kumuh
ditata Perkotaan (RP2KPKP) yang

menjadi acuan pemerintah
daerah, pemerintah provinsi dan
pemerintah pusat dalam
bersinergi menuntaskan kawasan
permukiman kurnub

yang

ruang, perumahan, validitas serta konistensi antarperangkat daerah lingkup
perhubungan, ketersediaan data-data sek- bidang koordinasi--~~----~~----------~komunikasi dan toral yang bersumber dari Makin terbukanya ruang
informatika, dan perangkat daerah partisipasi publik untuk sharing
pariwisata informasi

Perkembangan
semakin canggih

",
Iptek
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penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan peng­
anggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan
perundangan tentang perencanaau dan keuangan Negara;

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
terhadap mekanisme perencanaan;

4. Meningkatkan kapasitas SDMperencana dan kelembagaan di tingkat basis dengan
harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan;

5. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar Organisasi Perangkat
Daerah (OPD), guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi,
sinergis dan tepat waktu;

6. Meningkatkan iklim pengembangan inovasi daerah;
7. Meningkatkan kegiatan penelitiau dan pengembangan untuk kebutuhan

perencanaan pembangunan daerah;
8. Memantapkan pengelolaan dan pemanfaatan data berbasis IT, hasil-hasil

kajian/penelitian, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

~. 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Togas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan

potensi yang dimiliki, Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu
menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan
yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali
dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan
kapasitas dan komitmen SDMperencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan
di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk
mewujudkan harapan tersebut, beberapa kondisi yang harns disiapkan antara lain
sebagai berikut:

1. Dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan empat tahun ke depan tidak lagi
sering teriadi perubahan peraturan/pedoman penye- lenggaraan perencanaan
pembangunan, namun karena peraturan dibawah Undang-Undang dimaksud
belum terbit, maka perlu disikapi secara arif dan cerdas agar pelaksanaan
perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari peraturan yang akan
diterbitkan;

2 Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas

BAH III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
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_';'
.,'.' ,P .. utdata'ditinzkat'engn,tp ,....,'.. &-'

basis'masihterbatas ". ,.•
" : Ketidakjelasan target
.: kinerjajcapaian kinerja

:' ':':,,:pada Rancangan Renja
, ': Perangkat Daerah dan
: ela orann

'._ '_ c."

Belum .akuratnya . basil Belum . komprehensifnya
monitoring dan evaluasi sebagai laporaIl yang disampaikan
.dasar PetlYuSunan.AArenc~~ .".statistik), beluin terse<]ja ·ol~l1I)erangka!Q.aerah,<
'yangakaIfdatang :,." .. , j', .secara . '. komprehe~f: Ketersediaan data sektoral

berbasis IT. - , . '., : yang belum optimal dan
; tidak te at waktu

::... .,."

',':. '-""-_'"

;-_'

" " ~-c'" "

Belumoptimalnya perumusan . M~nmya hasil-hasil PeIlg Minipmya ,,:,pe~anaah'
kebijakan pembangunan daerah .. ~kajian, ,"dan .litbang untuk pengkajian d3n:-litbangun:'
dalam meriianfaatkan-hasil-hasil kebutuhan perencanaan . tuk kebutuhari perencana-
penelitian (research based policy) an

",' . ';,-; - -=-M::'irumn-:.:-'---ya-----,k;-e-:-t-ers-edi~·-'-aan~
. ';' -; 'r ' ; tenaga ahli untuk peneli-

, ',', tian dan pegembangan
.' 'yang memiliki kelemba­

. gaan formal sesuai ketentu­
an perundang-undangan

Belum optimalnya" serapan
; .asprasl ","'masyarakcif melalui
;-'Musrenbang ke cWam'd6kunien
~rencaJlaan

Belum .tersedianya sistem Banyaknya. Nipirasi ma­
yan~,:komprehensif untuk .. sya.ra¥t '.'Y@g. .tergolong
mengintegrasikari pende- dalam kewenangan desa '
katan politis, "·teknokratis, dan bersifat privat .

" partisipatif, bottom-up dan. Aspirasi masyarakat yang
.fop-dewn dalarn proses- disampaikan melalui Mus­
pereneanaanpernbangunan , renbang ataupun me1a1ui
daerah , .': 'DPRD umumnya masih

,'- : berorientasi kelompokj
'..." , .~ privat serta tanpa mem-

, perhatikan batas kewe-
: nangan

',' .. -'

Belum efektifnya verifikasi
dokumen perencanaan di
Bappeda '
. :"~~."

Keselarasan antar: dokumen Belum -optimalnya pengin­
perencanaan belum optimal ' tegrasian/ sinkronlsasi pe-

, '"" "", renqmaan perilQa,ngunan: '
;'., ..antatsektorjunisanjOPD '~

_, Belum optimalnya pengin-
". tegrasianj sinkronisasi pe­

- rencanaan pembangunan
.. : antar dokumen perencana-
. An

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda yang
berkaitan dengan koordinasi perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan,
evaluasi perencanaan pembangunan, serta penelitian dan pengembangan sistem
perencanaan pembangunan daerah, serta mencermati harapan ke depan dan kinerja
pelayanan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, maka diidentifikasi beberapa
permasalahan serta penyebab masalah baik dari aspek internal maupun eksternal
Bappeda, sebagai berikut.



Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa yang tercantum dalam
RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 yaitu ''TERWUJUDNYA
SUMBAWA GEMlLANG YANG BERKEADABAN", dengan kata kunci yaitu;
Gemilang dan Berkeadaban. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan misi
pembangunan sebagai berikut.

1. Sumbawa Sehat dan Cerdas
Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas
pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

2. Sumbawa Sejahtera dan Mandiri
Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu
menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik
(good governance).

3. Sumbawa Bersih dan Melayani
Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi
yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

29

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Temuan 'teknologi dan' Temuan teknologi kurang
inovasi .masih be1um tepat ' bisa diterapkan . .:
guna ,':' '.-:,'-', ' ,.' ",',~ ,:;','::: " . -:

", -~,

Belum' optimalnya keterse- Terbatasnya ketersediaan
diaan-sarana dan Prn.sararui c prasarana "kantor/ruang
layanail!dan layanan lain- . 'pertemuan ,~:.". - ,

"Nya '.__~:"'-' ;,~, .. ' ' . ,:.,:' to ' ._, - ,,"

Bellll'li,:_i .adanya . databas~,., Bel4fu'_ ·terSedia systeni •.'IT
yang tersedia secara akurat ,yatig, ' 'mendukun,g

. perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, evaluasi dan
Ia oran

'..', Belum matangnya, " ",,;,.i imple~entasi Sistet;n
._. -,. Pemenntahan berbasis
. •. elektronik baik dari aspek
.. ~kelembagaan maupun

! aspek teknisnya

Belum . optimalnya,~:.
.integrasi SIPD di level: '_'
Perencanaan dan
Penganggaran

Temuan tek.t:tQlogidan
inovasi belumoptimal .
termanfaatkan' ;::;<' '/ "

Masih beluinterisinya
jabatan fungsi6nal
.perencana" ".-

Belum optimalnya kinerja
layanan petkatitoran ' -

.{ :~{",-.•~;._:'~':_, •• 'J n

,~.~....
'f _ " ,~~-:;:~;:r~;:~.c~':<>~:. ,.,~,. :~-__""~ .., Ke:':'"'":"tersedlaanaa:tabase

.. imtuk bah~ perencanaan -
belum realtime

Sistem aplikasi perencanaan
. yang' belum.' terintegrasi
dengan' sistem
penganggaran dan sistem
pengendalian, _ monitoring
dan evaluasi: ':

Belum tersedianya jabatan Sedang dilakukan proses
.iungsi0¥l ' reformasi birokrasi melahii

j<~< .: , penyederhanaan ~tur.,
, penyetaraan. jabatarr __da~t

.' f ' ' ", '. ' ,:,;, ,penyedethailaan ..' system':
I+.;;..-"""'"'"'.......,,~_~~~....;.,;;;. ---==--_.+' .."'-,~~-:-i"...._--:"'~" ....,k="'. e!ja .." . . - .

..Belumberkeinbangnya - Kurangnyalklim inovasi di .Pola.pemikiran yang masih
optimalnya ikllin inovasi dalam pemerintahan belum optimal .
dalam masyarakat dan
penyelenggara ':
pemerintahan ' '
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Berdasarkan visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilib serta kata kunci
dan uraiannya, serta misi dan prioritas pernbangunan daerab Kabupaten Surnbawa,
maka Bappeda Kabupaten Sumbawa memiliki peran strategis sesuai tugas pokok dan
fungsinya. Peran strategis tersebut berkaitan dengan koordinasi perencanaan,
penyusunan dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta evaluasi dan
pelaporan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa
dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harns
menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan,
artinya 'indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sumbawa harus diarahkan untuk
mencapai target kineria sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah
dicantumkan dalam target KineIja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan
yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa,
Bappeda berkontrlbusi untukmewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan
kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan analisa terbadap RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021- 2026

maka dapat disimpulkan babwa dalam mendukung pencapaian RPJMD
Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa
Tahun 2021-2026 memiliki kontribusi yang cukup besar, terutama dalam
meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda
dalam upaya mendukung kinerja, dan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja
pelayanan Bappeda dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk
pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa diidentifikasi sebagai
berikut.

,.

4. Sumbawa Arnan dan Berbudaya
Mengernbangkan potensi unggulan daerah danmeningkatkan produktivitas usaha
masyarakat demi terwujudnya kesejahtaraan masyarakat, penurunan angka
kerniskinan dan perluasan lapangan kerja,

5. Sumbawa Tangguh dan Berkelanjutan
Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan bidup yang
berkelanjutan.

Di dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 ditetapkan
prioritas pembangunan sebagai berikut.
1. Pemenuban Layanan Dasar;
2. Kesejahteraan dan Kemandirian;
3. Tata Kelola Pernerintaban;
4. Kearnanan dan Budaya;
5. Infrastruktur;
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Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkuaJitas,

akuntabel, efektif dan efisien

•

•
mempercepat kemajuan Indonesia.

Tnjnan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inldusif dan
berkeJanjutan

Misi-2:t

: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan• Tujuan-l

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Kementerian PPNIBAPPENAS menetapkan 3

(tiga) Tujuan yang akan dicapai untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu:

Misi-l:

Misi z

Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan
pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan
kesejahteraan bangsa
Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan
yang efektif dan efisien

Misi 1

Dari pemyataan Visi tersebut Kementerian PPNIBAPPENAS menetapkan Misi sebagai

berikut:

1,

perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas
pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence
based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery
mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan

Kredibel

1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi
Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun
perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan
kegiatannya masing-masing:

2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan
dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara
pusat dan daerah, dan antar daerah; dan

3 kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean
governance.

Berkualitas

3.3.Telaahan Renstra K/L danRenstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
Telaahan Renstra BAPPENAS2020-2024
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

ten tang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 menetapkan Visi
Kementerian PPN/Bappenas "Perencanaan Pembangunan Nasionai yang
Berlrualitas dan Kredibel untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".
Sejalan dengan pernyataan Visi tersebut, pengertian Berkualitas dan Kredibel dapat
dijelaskan sebagai berikut:



2.Sasaran Strategis untuk Tujuan - 2:

Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
- Indikator Sasaran:
1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan
Nasional yang dijalankan K/L
Definisi: Rekomendasi penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang
dijalankan K/L adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri
PPN/Kepala Bappenas dari Presiden yang menjadi perhatian nasional yang
sifatnya lintas sektor/bidang, lintas wilayah, antardaerah, antarruang, dan antar
waktu dan ditetapkan menjadi kebijakan/program untuk dijalankan oleh
Kementerian/ Lembaga terkait.
Diukur dengan melihat:
o Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan

Nasional yang dijalankan K/L
2) Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang

dijalankan K/L
Definisi: Inovasi pembangunan nasional yang ditetapkan sebagai kebijakan/
program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
Diukur dengan melihat:
o Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang

dijalankan K/L

Diukur dengan melihat:
Rekomendasi kebijakanpengendalianyang dijalankanolenK/L dalam
rangka pencapaian sasaran/target PN, PP,KP, proyek prioritas, dan
sasaran sektor/ bidangdalamRKP.

• Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah
Definisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi
capaiansasaran/target pembangunan daerah dalam mendukung capaian
sasaran prioritas nasional.
Diukur dengan melihat:

Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oIeh Daerah
dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target Kerangka
Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi,pengangguran, kemiskinan,
[PM, rasio gini) Daerah.
Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh Daerah
dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/tarqet kegiatan
prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian
sasaran/target PN,PP,KP,danproyek prioritas dalamRKP.

!

!

!
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3.Sasaran Strategis untuk Tujuan - 3:
Terwujudnya kinerja Kementerian PPNjBappenas yang bersih, alruntabel
dan professional dan didukung oleh kapabilitas SDM
- Indikator Sasaran:
1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPNjBappenas

Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi akan mengukur kinerja tata kelola dan
perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas
pelayanan publik Kementerian PPNjBappenas khususnya di bidang perencanaan
dan pengendalian pembangunan melalui penerapan kaidah-kaidah
pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional.
Diukur dengan melihat:
o Indeks RBKementerian PPNjBappenas

2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di bidang Perencanaan
Pembangunan Nasional
Definisi: Ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layana Kementerian
PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya pelayanan di bidang
perencanaan dan pengendalian pembangunan
Diukur dengan melihat:
o Rata-rata hasil pengukuran kinerja pelayanan unit kerja khususnya di bidang

perencanaan pembangunan
3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Diukur dengan melihat:
o Persentase intergrasi berbagai sistem data dan informasi perencanaan

pembangunan
Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian
PPN/Bappenas Tahun 2020-2024dapat dilihat pada Gambar berikut:

1,~1
I~I
I a.:-I
B
B
EJ



Diukur dengan melihat:
- Persentase Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN.
- Persentase Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN,

PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP
(disamping untuk mengukur indeks kinerja Perencanaan Kementerian
PPN/ Bappenas,juga untuk mengukurlndeks Kinerja Perencanaan K/L) .

....;Persentase Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran
RPJMN (untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L)

Tujuan-3:
• Sasaran Strategis-4: Terwujudnya kinerjaKementerian PPN/BAPPENAS yang
bersih, akuntabel dan professional dan diduknng oleh kapabilitas SDM
Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun

2020-2024, dirumuskan Sasaran Strategis disertai dengan Indikator Sasaran yang
akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kineIja Kementerian PPN/Bappenas,
untuk lima tahun ke depan yaitu:

1.Sasaran Strategis untuk Tujuan - 1:
a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan

pembangunan nasional.
• Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional selain digunakan untuk mengukur
kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh Kementerian PPN/Bappenas,
dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan perencanaan K/L.
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini diukur berdasarkan tiga aspek
yaitu:
• Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat

Definisi: Bauran program/kegiatan/proyek K/L untuk mencapai sasaran PN,
PP, KP,proyek prioritas, dan sasaran sektorI bidang dalam RKPbaik antar
waktu, antarruang, antar fungsi.

!

Untuk mencapai Visi danMisi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun
2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:
Tujuan-1:
• Sasaran Strategis-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi

perencanaan pembangunan nasional
• Sssaran Strategis-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan

nasional
Tujuan-2:

• Sasaran Strategis-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang
visioner

•
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b. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional
• Indikator Sasaran : KineIja Pengendalian Pembangunan Nasional

Kinerja pengendalian pembangunan nasional ini diukur berdasarkan dua aspek
yaitu:
• Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat

Definisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian
sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektorfbidang yang
telah ditetapkan dalam RKP.

!

- Persentase Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran
RenstraK/L (untuk mengukur IndeksKinerjaPerencanaanK/L).

• Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat
Definisi: Keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran PN,PP,
KP,proyek prioritas dalam RKPbaik antar waktu, antarruang, antar fungsi.
Diukur dengan melihat:
- Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang

masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP,
proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidangdalamRKP.

• Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah
Definisi: Keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran PN, PP,
KP, proyek prioritas dalam RKP, serta Keselarasan KEM Daerah dengan KEM

Nasional.
Diukur dengan melihat:
- Persentasekegiatanprioritas (proyekprioritas) yang dibiayaiAPBDuntuk

mendukungpencapaian sasaranPN,PP,KP,proyek prioritas dalamRKP.
- Persentase jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya

(pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, [PM, rasio gini)
selarasdenganKEMnasional.

• Persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi
Definisi: Angka ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah perencana
yang memenuhi kompetensi perencana di seluruh K/L/D yang melaksanakan
penyusunan perencanaan pembangunan.
Diukur dengan melihat:
- %jumlah JFPyang memenuhi standar kompetensi
- %jumlah karyasiswa yang lulusseleksi
- %jumlah karyasiswa yang Zulusdiklat gelar

%jumlah peserta yang lulusseleksipelatihan nongelar
% tingkat kepuasanpelayanan irformasi

!



berkualitas dan berdaya saing. Adapun 9 (sembiIan) prioritas pembangunan
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Telaahan Renstra Bappeda Provinsi NTH
Prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk

rneningkatkan kernakmuran dan kesejahteraan rnasyarakat. Pembangunan tahun
2019 merupakan tahun pertama dari perencanaan jangka menengah tahun 2019-

2023. Visi pernbangunan Provinsi NTB sesuai Peraturan Daerah Provinsi NTB
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah "Terwujudnya Masyarakat Nusa
Tenggara Barat Yang Berirnan Maju dan Sejahtera", yang diirnplernentasikan
melalui 5 (lima) misi, yaitu ;

1) Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran
hukum, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai
nilai agarna, budaya dan hukum dalarn keseharian hidup dan kehidupannya
serta bertanggungjawab secara arifbijaksana dan taat azas;

2) Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu pernenuhan hajat hidup masyarakat
mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan
lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya serta
pemenuhan aktualisasi eksistensi didan keperibadian;

3) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, yaitu terwujudnya
peningkatan hasil dan manfaat pembangunan yang ditujukan bagi
kesejahteraan seluruh masyarakat dalam tatanan hubungan kemitraan
pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi
hukum, penghonnatan, dan penegakan hak hak azasi manusia;

4) Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitu terwujudnya
kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme rnasyarakat
membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan
hannonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumber
daya alam danlingkungan hidupserta berkembangnya kearifan lokal,sebagai
daya mampu keunggulan relative terhadap wilayah lain;

5) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya alam, Iingkungan hidup, dan sumber daya buatan
bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan
memperhitungkan secara cermat dan bertanggung jawab bagi kelangsungan
hidup dan kehidupan generasi mendatang.

RPJMD Provinsi NTBTahun 2019-2023 merupakan RPJMD Tahap ke-a dalam
RPJPD 2005-2025. RPJM Daerah ke-a ditujukan untuk mewujudkan masyarakat
yang beriman, maju, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai

~ bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayab yang didukung oleh SDM



Pemerintah dan pemerintab daerah wajib melaksanakan KLHSke dalam penyusunan
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!

Kajian Ungkungan Hidup Strategis (KLHS)
KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan bersarnaan dengan Renstra

SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 digunakan
sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra OPD serta
merumuskan mitigasi atan alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.Dari hasil penapisan yang dilakukan dati seluruh
program prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 yang memiliki
keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilib beberapa program prioritas yang
memiliki pengaruh terbadap isu-isu strategis berdasarkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyelurub dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pem­
bangunan berkelanjutan telab menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi
kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi
sejauh mana KRPyang akan diterbitkan berpotensi: meningkatkan risiko perubaban
iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragarnan
hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau
kebakaran butan dan laban terutama pada daerah yang kondisinya telab tergolong
kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerab
yang kondisinya telab tergolong kritis, mendo-rong perubaban penggunaan dan/atau
alih fungsi kawasan butan terutama pada daerah yang kondisinya telab tergolong
kritis, meningkatkan jum1ab penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan
pengbidupan (livelihood sustainabiIity) sekelompok masyarakat dan/atau
meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan
kerangka pikir (framework of thinking) perencanaan tata ruang wilayah dan
perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup
yang bertujuan untuk mengarusutamakan (mainstreaminq) prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang
dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sebingga kebijakan,
rencana dan program tersebut dapat disempumakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1)

dimana Pemerintah dan pemerintab daerah wajib membuat KLHS untuk
memastikan babwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

! terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana
dan/atau program. Dalam Pasal yang sarna ayat (2) juga dinyatakan bahwa

•
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Telaahan,Rencana, Tata,Ruang,Wilayah,(RTRW)
Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang

digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yangberkaitan dengan ruang,
sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harns mengaeu pada rencana
tata ruang yang berlaku. Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Perda Nomor 10

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun
2016-2021. RTRW merupakan aeuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat
umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang Iebih operasional,
yaitu rencana rinei tata ruang yang terdiri dari rencana detail tata ruang dan
rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis kabupaten.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Ungkungan,Hidup,Strategis

Struktur perekonomian daerah yang makin maju dan kokoh ditandai dengan
daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara
industri, pertanian, kelautan, Sumberdaya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan
pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi
tersebut didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan
Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan
produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka
mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, Sejalan dengan itu, pertumbuhan
ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga
pendapatan per kapita pada akhir periode RPJP Daerah mencapai kesejahteraan

! setara dengan daerah-daerah maju lainnya dengan tingkat pengangguran terbuka
dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah.

~
2.

!

3·

4·
5·
6.

7·
8.

9·

Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 sebagai berikut :
1. Budi Pekerti Luhur;

Refonnasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan
Stabilitas Keamanan;
Pendidikan Berkualitas dan Berdaya Saing;
Kesehatan Berkualitas;
Kesejahteraan Masyarakat;
Pembangunan dan Pemberdayaan Berbasis Gender;
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
Infrastruktur dasar dan konektivitas;
Lingkungan Hidup, Perubahan iklim dan Bencana Alam.
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Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Bappeda sebagai

Sekretariat dan Ketua Pokja Perencanaan BKPRD Kabupaten Sumbawa, melakukan

kegiatan koordinasi dengan OPD terkait (anggota BKPRD) dalam penyusunan

program dan penyusunan dokumen reneana tata ruang. Selain itu Bappeda juga

berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-program

perwujudan rencana, baik perwujudan rencana struktur (jaringan

transportasi,sumber daya air, energi, dan lain-lain), perwujudan rencana pola ruang

(kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawasan strategis kabupaten.

Dengan demikian, maka RTRW berkedudukan sebagai pedoman bagi

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); rencana

rinei tata ruang kabupaten, dan rencana sektoral lainnya. Selain itu, juga memberi

pedoman bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; perwujudan

keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor, antar- daerah, dan

antarpemangku kepentingan; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri
atas: a) kebijakan dan strategi struktur ruang; b) kebijakan dan strategi pola ruang;
dan e) kebijakan dan strategi kawasan strategis kabupaten.

Tabe1a.a
Permasalahan Pelayanan Bappeda Berdasarkan Telaahan RTRWSerta Faktor

Penghambat danpendorong Keberhasilan Penanganannya
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Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalab Kajian yang harus
dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan laban. Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk
memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan
kebijakan dan program pemerintah.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana pembangunan perangkat daerah untuk
melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang
tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan,
dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat
dipertanggungjawabkan dan menjawab persolan nyata yang dihadapi dalam
pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah
adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang.

Suatu kondisijkejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,
dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam hal ini, Isu-isu strategis
berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan da1am perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di
masa depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dapat diidentifikasi
beberapa hal sebagai berikut.

atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayab (RTRW) beserta rincinya Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupatenjkota; dan kebijakan, rencana
danj atau program yang berpotensi menimbulkan dampak danj atau risiko lingkungan
hidup.

!
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'< 6. Pengembangan inovasi daerah.
.. 7. Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan

pembangunan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait
dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang
berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat
ditetapkan isu strategis Bappeda Kabupaten Sumbawa yaitu :
1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDMperencana;
2. Keselarasan dokumen perencanaan OPDdan dokumen perencanaan lainnya;
3. Ketepatan waktu tersedianya dokumen perencanaan OPD dan dokumen

perencanaan lainnya;
4. Keterserapan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang;
5. Ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data

(statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI);•

bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi i~~;~i]i~~~~~~~perencanaan pembangunan, serta koordinasi 22
pelaksanaan penyusunan, pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah
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Meningkatnya kualitas Peningkatan Skor
Indeks Inovasiinovasi daerah

Keempat indikator kinerja tersebut mencerminkan hasil yang ingin dicapai oleh
Bappeda selama rencana jangka menengah yang telah ditetapkan. Dapat dilihat pada di
atas bahwa terdapat peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada peningkatan nilai
SAKIP merupakan program yang harus dilaksanakan oleh sekretariat. Adapun
nominator 3 besar merupakan program yang dilaksanakan oleh bidang P2EP2.
Sedangkan untuk capaian kinerja keselarasan dokumen merupakan tanggung jawab 3
bidang yaitu Perencanaan Penibangunan Manusia (PPM), Perekonomian dan Sumber
DayaAlam (PSDA) serta Infrastruktur dan Kewilayahan (IK). Indikator terakhir adalah
urusan bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
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Target Kineda Tujuan/
Sasaran Pada Tahun xe-

Indikator
Tujuan/
Sasaran

Sasat-atlTujUiUl

Tabel T-C~25.
Tujuan dan Sasaran JangkaMenengahPerangkatDaerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda membuat Tujuan dan Sasaran
yang terdiri atas 4 (empat) program yang termuat dalam indikator pada tabel dibawah.

~,..

BAH IV

TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDAKABUPATEN SUMBAWA
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,..
melenceng dari rencana keria.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arab dan tujuan pengembangan dan
peningkatan kinerja Bappeda. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya,
Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada
koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur
maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat
penting.

Strategi merupakan suatu 'respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan
menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai
pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Sumbawa secara
keseluruhan. Dengan demikian, maka strategi adalah langkah berisikan program­
program sebagai prioritas pembangunan DaerahfPerangkat Daerah untuk mencapai
sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka
kerja untuk menyelesaikan pennasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu
strategis Daerahj Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai
penjabaran strategi.

Gambaran keterkaitan Visi dan Misi RPJM, tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan pembangunan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa
disajikan sebagai berikut. Bappeda memiliki tujuan yaitu meningkatkan kinerja
perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan peningkatan kualitas
pelaksanaan reformasi birokrasi.Untuk mencapai tujuan diperlukan sasaran agar arab
pemerintah daerah tidak melenceng dalam melaksanakan program dan kegiatan yang
terkandung di dalamnya. Adapun sasaran yang dimiliki oleh Bappeda yaitu
meningkatnya basil penilaian akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah dengan peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi
birokrasi, meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta
mendapatkan kategori kabupaten inovatif pada Innovation Government Award.
Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan strategi dan kebijakan. Strategi
merupakan langkah-langkah yang harus diambil oleh perangkat daerah agar sasaran
tersebut dapat tercapai. Kebijakan yang diambil oleh perangkat daerah harns sejalan
dan seirama dengan strategi, sehingga diharapkan hasil yang ingin dicapai tidak akan-_

BABV

STRATEGI DANARAHKEBIJAKAN



• l'~
r. _ ,
: '~~A,-," ".'
". "

'"

"

" "'"

5· s:o (1)
< t:I~ ,-.
en t:I

~U
~~

~
E..-.... I:,

~
-'1'

"
"

~g.s;::
~ (1) (1) .,

-~t:Ii· §"
c.n ....~ a
0 t:I t:I t:I

• ~ aq~ •~s =.... (1) 0p.s~
'i ~ (1) ....

~~~.....;3
~ =I"CO'Q
~[

"



Peningkatan ~grani Pe~p.~an,· .' ......
koordinasi dengan l'~jlgendalju..:~Dan't:valuasi: .:' '., .
GPD terkait Pelfiban:~aij.tDaei.-ah " ."',=: .
sehingga tercipta '~~-,. . ;--'~:.:;:,. .

51

Meningkatnya kualitas Memenuhi
perencanaan standar kualitas
pembangunan daerah RKPD tahun

berkenaan
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f~meliharail1i :B.i:!-.Fij.ngMilik Da:erah
Penunjang Urusan Pemerintaluui
Daerah ' .' '." .
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6.1. Rencana Program danKegiatan
Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk npaya

yang berisi satu atau lebib kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai dengan tugas dan
fungsi.Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang
dilaksanakan oleb Perangkat Daerah sebagai instrumen arab kebijakan untuk
mencapai sasaran RPJMD.

Implementasi program dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui kegiatan­
kegiatan sebagai serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah untuk mengbasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai
hasil (outcome)suatu program.

Untuk menggambarkan keselarasan antara sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan serta indikator dan target pendanaan indikatif dalam
dokumen rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Snmbawa Tahun 2021-2026, disajikan tabel-tabel berikut.

Tabel6.1
Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program danKegiatan
Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

BABVI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

'os
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6.2. Pendanaan Indikatif
Uraian mengenai pendanaan indikatif dalam jangka menengah dan setiap

program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Sumbawa disajikan sebagai berikut.
Bappeda memiliki 4 program yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan
meningkatkan kinerja perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan
peningkatan kualitas pelaksanaan refonnasi birokrasi. Pendanaan indikatif ini
merupakan gambaran anggaran yang dibutuhkan oleh perangkat daerah selama lima
tahun untuk rencana pembangunan jangka menengah. Tiap program akan
dilaksanakan oleh bidang yang terdapat di Bappeda sesuai dengan urusan dan
koordinasinya. Di dalam tabel dibawah juga dimasukkan target yang ingin dicapai
selama periode RPJMD lima tahunan sehingga perangkat daerah dapat menunjukkan
kineIjanya .

Peneliiian ddn'Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan' .".' '
> ... \ ' •. " '. ~ :-: ~. • : . :_ I'.,~,:::
~t'.-<.}-',;::~ .",' ,_,.,1,' ·').~:t~·."', ',I"., ,'. _~ .....:. ,.".:.. • ..,

Pengembangafl Inooasi dal('1'_eknologi"
1 • . ' ~, I.' • ~~:,.;,,' . . . . .~ '"

_" .

Program Pei)elitian dan' .
Pengembangan Daerah

Melibatkan
berbagai pihak
stakeholder agar
tercipta inovasi
daerahyang
berkualitas

Mendorong
inovasi perangkat
daerahyang
memenuhi aspek
kualitas inovasi
daerah

Meningkatnya kualitas
inovasi daerah

!~pgrdin,~i1;:~~n~a,.na~R1!i@ng , "
fer~konomiqll:dan SDA (Sumber Daya
Alam) " ',. '

"

~gram ~rdiilasi ~an '
SEmkron~asiPerencanaan
Pelnbanmm~ Qa~ra"';~:~~~. ,',,'
'J(oordinaS{Per~canaan 'Bidcir:g,
Pemerintohan. ..dan Pembangunan
Manusia

.,~Koordinasi Pereneanaan Bidang
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• Indikator ldnerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit
kerja, yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian sasaran atau tujuan pembangunan sesuai dengan target yang diren­
canakan. Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 adalah indikator kinerja yang
sccara langsung mcnunjukkan kinctja yang akan dicapai Bappcda dalam lima
tahun mendatang sebagai bentuk kornitmen untuk menduknng pencapaian visi
dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah.

Sebagai ukuran keberhasilan, maka indikator kinerja haruslah dapat diukur
serta menjadi dasar dalam menilai kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex- ante),
tahap pelaksanaan (on-going),dan tahap setelah pelaksanaan serta keberfungsiannya
(ex-post). Pentingnya penetapan indikator kinerja Bappeda ditetapkan terlebih
dabulu, karena di dalam sistem akuntabilitas ldnerja perangkat daerah akan menjadi
instrumen pertanggungjawaban terhadap keberhasilan ataupun kegagalan
pelaksanaan tugas dan fungsi serta misi organisasi.

Indikator kinetja Bappeda Kabupaten Sumbawa secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa pada lima tahun
mendatang yang merupakan bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD. Indikator kineIja Bappeda Kabupaten Sumbawa yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut ditampilkan dalam TabeI T-C.28 sebagai
berikut:

.
~-

..
BABVII

KINERJAPENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
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2026, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda, telah dirumuskan secara
sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 86 tahun 2017

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014,

tentang Petunjuk Teknis PeIjanjian Kinetja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pola penjabaran Renstra dengan
mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu
strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan
sampai pada rumusan programjkcgiatan dan pcndanaan indikatif mcrupakan
rangkaian bisnis proses yang saling berkesinambungan.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Bappeda dalam
Penyusunan Perencanaan Tahunan perangkat daerah dan sebagai panduan dalam
evaluasi Sistem Akuntabililitas Kinetja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga
dapat mewujudkan tata kelola organisasi pemerintahan yang transparan, akuntabel
serta efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Bappeda dan tupoksi Bappeda
scbagai koordinator pcrcncanaan pcmbangunan olch pcrangkat Dacrah
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hal ini juga termasuk dalam upaya
Bappeda untuk merealisasikan RPJMD tahun 2021-2026 secara lebih substansi
bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan,
masing-masing bagianjbidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya
organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa tabun 2021-

2026 agar dapat dijadikan pedoman dan arab dalam perencanaan maupun
pelaksanaaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

penjabarau secara operasioual dad RPJrviD Kabupateu Sumbawa Tahun 202i -

Renstra Bappeda Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 merupakan

HABVIII
PENUTUP
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